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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Proses Terhadap Pelayanan Pembuatan Surat 1zin Tempat Usaha (SITU)
Pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan di
Kabupaten Bungo

Pelayanan publik pada hakikatnya merupakan perwujudan dari fungsi
aparatur negara sebagai abdi masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan
masyarakat.Pelayanan publik menjadi bagian penting dalam pelaksanaan
fungsi aparatur negara karena dapat menjadi tolak ukur langsung oleh
masyarakat dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.Dalam
rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat
dilaksanakan sistem pelayanan terpadu.

Dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu, masyarakat dapat
memperoleh pelayanan publik yang lebih baik serta mendapatkan kepastian
dan jaminan hukum dan formalitas yang dimiliki. Melalui persyaratan yang
jelas regulasi yang tepat, mekanisme yang sederhana, ketepatan waktu dan
pembiayaan yang wajar dan terbuka maka proses penyelenggaran pelayanan
perizinan di Kabupaten Bungo menjadi lebih sederhana dan lebih mudah
dipahami oleh masyarakat. Di samping itu akan menjadi salah satu indikator
dalam keberhasilan Pemerintah Daerah menjalankan fungsinya sebagai abdi
negara maupun sebagai abdi msyarakat

Terdapat beberapa produk yang dihasilkan oleh Badan Penanaman

Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bungo di antaranya
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adalah Surat lIzin Tempat Usaha (SITU).Mutu dan produk yang dihasilkan
tergantung pada tingkat kepuasan masyarakat pengguna jasa atau publik yang
dipengaruhi oleh baik buruknya kinerja pegawai dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang ditunjukkan melalui pelayanan yang
akuntabel.

Untuk memuaskan masyarakat yang ingin membuat izin usaha tentunya
dibutuhkan akuntabilitas dalam hal pemberian pelayanan serta peningkatan
pelayanan melalu kinerja pegawai yang akuntabel, transparan, tidak berbelit-
belit, juga ramah kepada pelanggan dalam hal ini masyarakat pemohon
pembuatan [zin Tempat Usaha.

Penyelenggaraan pelayanan pernbuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU
di Kabupaten Bungo diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal secara nasional dalam Pasal 6 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu: “Bupati/Walikota
mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan
kepada kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan”. Pasal tersebut
menjadi dasar kepada Bupati Kabupaten Bungo untuk mendelegasikan
penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bungo,
sebagai lembaga yang meyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk membuat Izin Tempat Usaha, masyarakat harus memiliki
melaporkan usaha yang dimilikinya agar diberikan Izin Tempat Usaha sebagai

payung hukum dari pemerintah setempat.Jika tidak, Tempat Usaha yang
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dimiliki dinyatakan tidak legal. Hal ini tidaklah diinginkan oleh masyarakat
Kabupaten Bungo yang telah memiliki kesadaran tinggi akan konsekuensi
tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengetahui akuntabllitas
pelayanan publik yang terjadi di Badan Penanaman Modal Daerah Dan
Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bungo khususnya Surat 1zin Tempat Usaha
(SITU), yang termasuk dalam kategori akuntabilitas proses menurut Sheila
Elwood yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam menjalankan
tugas apakah sudah cukup baik dan dapat diwujudkan melalui
penyelenggaraan pelayanan yang cepat, responsif dan murah biaya.

Hal ini dapat di gambarkan melalui proses pengurusan yang harus dilalui
oleh masyarakat pengguna jasa seperti persyaratan, mekanisme, jangka waktu
dan biaya yang di pergunakan untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha
(SITU).

Berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Penanaman
Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bungo, syarat dalam
penyelenggaraan perizinan di Badan Penanaman Modal Daerah Dan
Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bungo untuk persyaratan umum setiap
pengurusan izin pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan
Perizinan di Kabupaten Bungo adalah:

Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, dengan
melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Surat permohonan dari yang bersangkutan;
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b. Rekomedasi dari Camat setempat;

c. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

d. Photo copy tanda lunas PBB tahun berjalan;

e. Photo copy tanda lunas Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
tahun berjalan;

f. Photo copy tanda lunas Pajak Reklame tahun berjalan;

g. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;

h. Photo copy Akta Notaris untuk PT dan CV dan sejenisnya;

i. Photo copy Badan Hukum untuk Koperasi;

j. Photo copy Surat Rekomendasi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
dari Satuan Kerja yang berwenang;

k. Map Schenelhekter dan Map biasa masing-masing 2 (dua) buah.

Khusus untuk kegiatan usaha dibidang jasa Warung Telekomunikasi
(Wartel), Toko Obat, Rumah Makan, Restoran, Warung Minuman dan
sejenisnya, serta Pangkalan Minyak Tanah, selain melampirkan persyaratan di
atas, juga melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Rekomendasi dari PT. Telekomunikasi Indonesia untuk Wartel;

b. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo untuk Toko Obat,
Rumah Makan, Restoran Warung Minum dan sejenisnya;

c. Rekomendasi dari Bupati untuk Pangkalan Minyak Tanah.

Pelayanan perizinan merupakan salah satu bagian penting dalam sektor
pelayanan publik di Kabupaten Bungo mengingat cukup tingginya kebutuhan
masyarakat atas Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Oleh karena itu, Pemerintah

Kabupaten Bungo melalui Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan
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Perizinan dituntut bukan hanya mampu menyelenggarakan namun dapat lebih
memudahkan masyarakat dalam melakukan proses permohonan perizinan.

Syarat penyelenggaraan perizinan merupakan hal pertama yang harus
dipenuhi masyarakat agar permohonan izin yang diajukan kepada Badan
Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bungo
dapat diproses.Jadi sudah seharusnya syarat ini harus ada, tetapi bukan untuk
memberatkan masyarakat.

Berbagai kemudahan yang diberikan dalam hal persyaratan maupun
prosedur penyelenggaraan perizinan ini tentu dapat memberikan dorongan
positif bagi masyarakat, agar lebih memberikan kepercayaan kepada pihak
penyelenggara perizinan untuk memberikan layanan yang lebih responsif,
dalam hal ini Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan di
Kabupaten Bungo.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, idealnya aparat pemberi
layanan yang bertugas di bagian informasi cenderung harus lebih aktif untuk
memberikan informasi akurat dan mendetail tentang persyaratan atau prosedur
pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) kepada masyarakat penerima
layanan.Kewajiban untuk memperoleh rekomendasi atau tanda tangan
daripemerintahan setempat adalah hal mutlak yang harus dipenuhi mengingat
secara administratif wilayah tempat akan mendirikan usaha adalah wewenang
Lurah/Kepala Desa dan Camat.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, terlihat bahwa
prosedur/persyaratan yang harus dilalui oleh masyarakat pengguna jasa izin

tempat usaha agak berbelit-belit dan terasa memberatkan, seperti tanda tangan
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dan rekomendasi dari pejabat setempat dan dinas terkait yang tidak mudah
untuk didapatkan.

Menurut Penulis, aparat pemberi layanan harusnya memberikan
penjelasan yang mendetail mengenai persyaratan yang diberikan kepada
masyarakat yaitu seperti memperoleh rekomendasi atau tanda tangan dari
pemerintahan setempat adalah hal mutlak yang harus dipenuhi mengingat
secara administratif wilayah tempat akan mendinkan usaha adalah wewenang
Lurah/Kepala Desa dan Camat, sehingga perspekif masyarakat mengenai
prosedur atau persyaratan diberikan, masyarakat mengetahui bahwa
persyaratan betul-betul menjadi kelengkapan berkas pemohon. Agar
masyarakat merasa perlu melengkapinya dan lebih merasa dihargai serta
merasa puas sebagai konsumen atau penerima layanan.

Menurut Penulis, hal ini memang dianggap perlu karena untuk membuat
tempat usaha memang memerlukan izin secara langsung dari pejabat setempat
dan lingkungan sekitar, agar tidak menimbulkan dampak sosial
kemasyarakatan dan untuk menghindari hal-hal negatif yang memiliki
konsekuensi dari tempat usaha yang akan dibuat oleh pemohon. Namun sudah
menjadi kewajiban bagi aparat pemberi layanan untuk bukan hanya melayani
tetapi juga membantu masyarakat yang mengajukan permohonan perizinan.

Proses dalam pengurusan izin tempat usaha berkaitan dengan pembagian
kerja di tiap-tiap bagian, kelengkapan berkas untuk penerbitan izin dan tentu
tentang alur/prosedur penyelengaraan pembuatan Surat Izin Tempat Usaha

(SITU).
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Berdasarkan wawancara Penulis dengan Afri Asianto, S.Sos, selaku
Pembina Tingkat I, Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan
Perizinan di Kabupaten Bungomenetapkan standar untuk mekanisme
penyelenggaraan perizinan. Untuk mekanisme penyelenggaraan perizinan
Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten
Bungo telah menentukan sfandar berdasarkan bagan di bawah ini:

Bagan 4.1

Mekanisme Pelayanan Perizinan Badan Penanaman Modal Daerah Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo

MENCARI INFORMASI

MENGISI FORMULIR { MENERIMA

PERMOHONAN FORMULIR PERMOHONAN
DAN DAN MEMERIKSA
PERSYARATAN PERSYARATAN

T TIDAK YA

PEMBAHASAN
PENGEMBALIAN DAN
FORMULIR DAN LENGKAP PEMERIKSAAN
PERSYARATAN LAPANGAN (BILA
DIPERLUKAN)
TOLAK l
SURAT
PENOLAKAN SESUAI
YA
MENERIMA SKRD
TRANSAKS]I DAN MEMBAYAR
PEMBAYARAN PAJAK/ RETRIBUSI
PENCETAKAN DAN
PENANDATANGANAN
‘L ZIN
BUKTI T l
PEMBAYARAN MENYERAHKAN
CETAK SKRD
i SKRD
MENERIMA RESI }
RAT IZIN
PEMBAYARAN DAN Su
MENYERAHKAN
SURAT IZIN
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Berdasarkan bagan di atas, dapat Penulis berikan penjelasan mekanisme
pelayanan perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo, sebagai berikut:

1. Pemohon mencari informasi ke bagian informasi / pendaftaran (Front
Office) Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bungo.

2. Setelah Pemohon mendapatkan informasi, pemohon meminta formulir
melalui bagian informasi (Front Office) Badan Penanaman Modal Daerah
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo.

3. Seterusnya pemohon yang telah mendapatkan formulir melakukan
pengisian formulir permohonan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan
melengkapi persyaratan-persyaratan sesuai jenis izin usaha yang
diajukan.

4. Setelah formulir permohonan di isi dan semua persyaratan sesuai izin yang
di minta telah di lengkapi, berkas diserahkan kembali ke bagian
informasi / pendaftaran Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo.

5. Front Office Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Bungo melakukan pemeriksaan terhadap berkas
permohonan.

6. Apabila persyaratan yang di ajukan sesuai dengan Surat Izin Tempat
Usaha (SITU) yang di minta telah di lengkapi, untuk Surat Izin Tempat
Usaha (SITU) yang memerlukan kajian SKPD teknis maka berkas

dimaksud akan diteruskan kepada SKPD teknis untuk dilakukan kajian
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teknis dan SKPD teknis akan mengeluarkan rekomendasi dengan jawaban
di TERIMA atau di TOLAK akan tetapi untuk Surat Izin Tempat Usaha
yang tidak memerlukan kajian SKPD teknis langsung di lakukan
pemerosesan.

7. Untuk Izin yang telah di terima akandiproses dan di cetak dokumen
izinnya.

8. Izin yang telah di cetak selanjutnya di tanda tangani oleh kepala Badan
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Bungo atas nama Bupati Bungo

9. Dokumen izin yang telah di tanda tangani, selanjutnya akan di lakukan
pemberian nomor, stempel basah dan stempel bekamagar Surat Izin
Tempat Uasaha (SITU) di maksud tidak bisa di palsukan.

10. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang telah selesai di serahkan kepada
pemohon sebagai bukti dokumen legalitas izin.

Menurut Penulis, proses pelayanan perizinan dianggap telah lebih baik
dibandingkan dengan sebelumnya yang mengharuskan masyarakat untuk
mendatangi banyak kantor yang bisa memiliki prosedur berbeda di setiap
instansi. Sudah menjadi kewajiban bagi pegawai yang bertugas di bagian front
office untuk bukan hanya melayani tetapi juga membantu masyarakat yang
mengajukan permohonan perizinan.

Dalam proses pelayanan perizinan di Badan Penanaman Modal Daerah
Dan Pelayanan Perizinan, masyarakat cukuplangsung mendaftarkan diriuntuk
mengajukan perizinan yang dibutuhkan, kemudian pemohon menunggu

kedatangan tim teknis untuk meninjau lokasi bangunan maupun lokasi usaha

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41775.pdf
132

pemohon. Tim teknis juga yang menentukan disetujui atau ditolaknya
permohonan perizinan yang diajukan oleh masyarakat. Setelah semua
pengolahan dokumen yang dilaksanakan di Badan Penanaman Modal Daerah
Dan Pelayanan Perizinanselesai, pemohon cukup mendatangi tempat yang
sama untuk membayar retribusi bangunan atau tempat usahanya berdasarkan
penghitungan yang dilakukan oleh tim teknis, karena di dalam Badan
Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan sendiri telah disediakan
loket pembayaran. Setelah itu masyarakat dapat mengambilSurat Izin Tempat
Usaha (SITU) yang mereka butuhkan di loket penyerahan izin.

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan, menunjukkan bahwa
proses yang diberikan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan
Perizinan di Kabupaten Bungo pada masyarakat dianggap telah lebih baik dan
cukup jelas. Karena masyarakat di arahkan oleh petugas pemberi layanan
untuk mengurus dan menjalankan proses yang diberikan. Berbagai dampak
positif yang ditunjukkan kepada pengguna jasa merupakan peningkatan yang
signifikan mengenai proses yang diberikan oleh aparat pemberi layanan.

Peran masyarakat sebagai pengguna jasa juga turut mendukung
perbaikan pelayanan perizinan di Kabupaten Bungo. Melalui proses yang
lebih mudah dan sederhana ini masyarakat diharap tidak akan menghadapi

kesulitan lagi dalam memperoleh izin yang dibutuhkan.

B. Hambatan Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha

(SITU) Pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan

di Kabupaten Bungo
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Penyelenggaraan layanan perizinan terpadu di anggap telah memberikan
dampak positif terhadap kesadaran masyarakat mendorong masyarakat agar
lebih partisipatif dalam kepemiikan izin, baik usaha maupun non
usaha.Penting keberadaannya bagi masyarakat karena sebagai identitas untuk
memperoleh kelegalan dalam menjalankan usahanya atau sebagai payung
hukum. Di sisi lain tentu hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah
melalui biaya retribusi atas perizinan yang yang diberikan.

Namun demikian, terdapat hambatan-hambatan dalam pelayanan
pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) pada Badan Penanaman Modal
Daerah dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bungo. Hambatan-hambatan
tersebut, yaitu:

1. Kecepatan

Hambatan kecepatan yang dimaksud, yaitu ketetapan waktu yang
diinginkan tentunya secepat mungkin diproses oleh aparat pemberi
layanan sesuai harapan dan sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditentukan.

Fenomena yang pertama adalah mengenai ketidakjelasan waktu yang
dibutuhkan dalam pengurusan izin tempat usaha. Dalam aturan yang ada,
telah jelas bahwa dalam pengurusan izin tempat usaha telah menetapkan
bahwa proses yaitu 5 (lima) hari kerja. Namun, waktu
pengurusanpenyelesaian surat izin tempat usaha yang telah ditetapkan
tidak sesuai dengan prosedur, masih sering terjadi keterlambatan dalam

arti tidak tepat waktu.
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Berdasarkan hasil temuan di lokasi penelitian, lamanya proses
pengurusan pembuatan surat izin tempat usaha lebih banyak disebabkan
oleh syarat dan mekanisme yang berimbas pada waktu untuk
menyelesaikan proses perizinan yang dibutuhkan. Seperti kewajiban untuk
memperoleh rekomendasi atau tanda tangan kepala lingkungan,
lurah/kepala desa dan camat, dan dinas-dinas terkait serta persetujuan dari
kepala kantor untuk mengeluarkan izin jarang ada ditempat untuk
menjalankan tugasnya.

Tentunya kondisi seperti ini dapat menimbulkan adanya rasa kurang
puas masyarakat, sebab apapun alasan yang menyebabkan keterlambatan
pelayanan bukanlah suatu hal yang penting bagi mereka.Yang terpenting
bagi masyarakat adalah mereka bisa mendapatkan pelayanan yang tepat
waktu. Ketidakpastian waktu pelayanan membuat sebagian pengguna jasa
lebih memilih menggunakan jasa orang lain atau orang dalam yang dikenal
untuk memudahkan dan mempercepat pengurusan pembuatan Surat Izin
Tempat Usaha (SITU).

Koordinasi yang lebih baik antar internal aparat pemberi layanan
untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik merupakan hal yang
perlu diperhatikan oleh aparat birokrasi. Begitu pula dengan instansi yang
terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap
percepatan layanan perizinan, sehingga tidak perlu lagi mengurus
perizinannya melalui orang lain, maupun melalui calo yang selama ini
menjadi masalah dalam pelayanan perizinan.

2. Responsif

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41775.pdf
135

Hambatan responsif menuntut agar aparat pemberi layanan
memberikan pelayanan dengan daya tanggap yang baik, sesuai dengan
harapan dan keinginan masyarakat untuk mempermudah proses pelayanan.

Fakta di lapangan mengenai prosedur atau persyaratan pengurusan
izin tempat usaha merupakan hal yang harus dipenuhi masyarakat agar
permohonan izin yang diajukan dapat diproses, tetapi bukan untuk
memberatkan masyarakat.Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat
yang mengeluhkan persyaratan yang diberikan.Seperti kewajiban untuk
memperoleh rekomendasi atau tanda tangan kepala lingkungan,
lurah/kepala desa dan camat, dan dinas-dinas terkait yang tidak mudah
untuk didapatkan.

Berdasarkan observasi di lapangan, Penulis melihat bahwa
prosedur/persyaratan yang harus dilalui oleh masyarakat pengguna jasa
izin usaha agak berbelit-belit dan terasa memberatkan.Aparat pemberi
layanan seharusnya memahami tentang akuntabilitas dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.

Birokrasi harusnya memberikan penjelasan yang mendetail mengenai
persyaratan yang diberikan kepada masyarakat, seperti memperoleh
rekomendasi atau tanda tangan dari pemerintahan setempat adalah hal
mutlak yang harus dipenuhi mengingat secara administratif wilayah
tempat akan mendirikan usaha adalah wewenang Lurah/Kepala Desa dan
Camat, sehingga perspektif masyarakat mengenai prosedur atau
persyaratan diberikan, masyarakat mengetahui bahwa persyaratan betul-

betul menjadi kelengkapan berkas penerima layanan.
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Menurut Penulis, seharusnya pejabat pemerintah terutama tingkat
pimpinan tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi
dalam rantai komando institusionalnya, tetapi juga bertanggung jawab
kepada masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, media massa,
dan banyak stakeholders lain.

Menurut Penulis, pejabat pemerintah di samping berhubungan
dengan penggunaan kebijakan administratif yang sehat dan legal, juga
harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas bentuk
akuntabliltas formal yang ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan
dalam hal ini Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan
di Kabupaten Bungo.

3. Biaya

Kejelasan mengenai biaya yang diperlukan, pembiayaan yang wajar
dan terbuka serta dijangkau oleh masyarakat penerima layanan serta cara
dan tempat pembayarannya sangat penting untuk diketahui masyarakat.
Dengan adanya transparansi informasi akan memberikan jaminan kepada
masyarakat terhadap kepastian layanan yang akan diterima, khususnya
tentang kepastian biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu
layanan.

Standar untuk biaya pelayanan yang ditetapkan oleh Badan
Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten
Bungotentu harus menjadi pegangan bagi setiap pegawainya agar dapat

bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya transparansi
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terhadap biaya pelayanan akan berimplikasi pada menurunnya tingkat
korupsi dalam birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan di
lapangan,masyarakat telah membayar biaya pembuatan izin usaha
perdagangan sesuai dengan yang tertera di papan informasi dan retribusi
sesuai dengan bukti pembayaran yang di berikan oleh Bank yang tempat
pembayarannya sama di Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan
Perizinan di Kabupaten Bungo. Namun demikian, fakta di lapangan, tidak
sedikit masyarakat yang membayar lebih dari ketentuan dengan maksud
agar proses penerbitan izin tempat usahanya menjadi lebih cepat, yang
menurut Penulis hal tersebut justru bukan merupakan pembelajaran yang
baik bagi masyarakat.

Berdasarkan hambatan-hambatan di atas, menurut Penulis, pelayanan
publik dalam hal ini pengurusan Surat [zin Tempat Usaha (SITU) di Badan
Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bungo
masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari fenomana-fenomena yang ada
misalnya prosedur/persyaratan yang masih berbelit-belit dan memberatkan
masyarakat yang tentu akan berimbas pada waktu untuk menyelesaikan
proses perizinan yang dibutuhkan, dan juga masih terjadinya praktek
percaloan yang selama ini menjadi masalah dalam penyelengaraan
pelayanan publik.

Masih adanya kebiasaan masyarakat memberikan tip atau sekedar
ucapan terima kasih atas jasa pelayananan perizinan yang diberikan oleh

aparat pelaksana di Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41775.pdf
138

Perizinan di Kabupaten Bungotentu akan menghambat upaya menciptakan
pelayanan perizinan yang baik dan berkualitas. Dibutuhkan persepsi yang
sama baik oleh penyelenggara maupun aparat pelaksana untuk taat
terhadap peraturan yang ada.

Dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu, masyarakat dapat
memperoleh pelayanan publik yang lebih baik serta mendapatkan
kepastian dan jaminan hukum dan formalitas yang dimiliki. Melalui
persyaratan yang jelas regulasi yang tepat, mekanisme yang sederhana,
ketepatan waktu dan pembiayaan yang wajar dan terbuka maka proses
penyelenggaran pelayanan perizinan di Kabupaten Bungo menjadi lebih
sederhana dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat Di samping itu akan
menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan Pemerintah Daerah
menjalankan fungsinya sebagai abdi negara maupun sebagai abdi
msyarakat.

Menurut Penulis, hal lain yang perlu diperhatikan adalah sarana dan
prasarana pelayanan, dalam hal ini masih adanya beberapa kekurangan
dalam kelengkapan sarana pelayanan maupun sarana kerja bagi pegawai di
Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten
Bungo. Hal ini tentu menjadi kendala untuk memaksimalkan kinerja
pelayanan perizinan di Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan
Perizinan di Kabupaten Bungo.

Selain itu, kompetensi petugas pemberi layanan juga menjadi hal
penting dan akan sangat mempengaruhi proses pelayanan. Salah satu

faktor penentu keberhasilan/kegagalan organisasi adalah faktor sumber
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daya manusia.Keunggulan mutu bersaing suatu organisasi sangat
ditentukan oleh mutu sumber daya manusianya.Organisasi sangat
membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kompetensi
tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan
pekerjaannya. Walaupun telah didukung dengan kualitas aparat yang
cukup professional, namun jika melihat jumlah aparat pelaksana pelayanan
perizinan di Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan di
Kabupaten Bungoyang masih belum mencukupi akibatnya berimbas
terhadap pembagian kerja yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
Dalam hal masyarakat yang mendapatkan pelayanan tidak baik dari
petugas di Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan di
Kabupaten Bungo, dapat dilakukan dengan menyampaikan pengaduannya
dengan berbagai cara yang disediakan oleh Badan Penanaman Modal
Daerah dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bungo, yaitu:
1. Secara Tertulis

Keluhan masyarakat dapat disampaikan secara tertulis, dengan cara:

a. Menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Badan
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bungo dengan alamat jalan R. M. Thaher Nomor 807
Muara Bungo Kode Pos 37214.

b. Melalui SMS dengan nomor pengaduan 081274998865.

c. Melalui kotak pengaduan yang disediakan oleh Badan Penanaman
Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Bungo.
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d. Email bpmdppt bungo.jambi@yahoo.com
2. Secara Lisan

Selain pengaduan masyarakat secara tertulis tentang pelayanan yang

kurang baik di Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo, masyarakat juga dapat

menyampaikan pengaduan masyarakat secara lisan, yaitu dengan cara:

a. Melalui Telepon dengan Nomor (0747) 321199.

b. Melalui Hand Phone (HP) dengan Nomor 081274998865.

c. Datang Langsung ke Pelayanan Pengaduan Badan Penanaman
Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Bungo.

Tujuan Pengelolaan Pengaduan adalah:

a. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang
diperolah.

b. Menciptakan image bahwa penyelenggaraan pelayanan sangat
serius dan memandang masyarakat/pelanggan sebagai bagian dari
upaya peningkatan kualitas.

c. Mengidentifikasi aspek-aspek yang lemah dari penyelenggaran
pelayanan yang perlu diperbaiki.

d. Menghemat pengeluaran dengan melakukan penyelesaian dimana
terjadi tanpa keterlibatan pihak ketiga.

e. Menghindari terjadinya penumpukan masalah.

Adapun proses yang dilakukan masyarakat dalam menyampaikan

pengaduannya adalah seperti dalam bagan di bawah ini:
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Bagan 4.2
Sistem/ProsedurPenanganan PengaduanBadan Penanaman Modal
Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo

Masyarakat »

BPMD & PPT

Pembahasan

Tanggapan

Pemeriksaan Lapangan

Berdasarkan bagan 4.2 di atas, maka dapat Penulis jelaskan sebagai

berikut:

Masyarakat :  Menyampaikan pengaduan melaluilaporan
langsung, kotak pengaduan,telepon dan SMS.

BPMD & PPT : Menerima Pengaduan Masyarakat.

Pembahasan  : Untuk menganalisa penyebab denganmelibatkan
Dinas Teknis terkait bila diperlukan.

Pemeriksaan  : Melakukan tindakan dan verifikasil.apangan.

Tanggapan : Menetapkan tindakan dan memberikan informasi

pada masyarakat (pengadu/pemohon).
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelayanan pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) pada Badan
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bungo
dilakukan oleh masyarakat dengan mengikuti prosedur baku yang telah
ditetapkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan
di Kabupaten Bungo. Proses yang diberikan oleh Badan Penanaman
Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bungo pada
masyarakat dianggap telah lebih baik dan cukup jelas. Karena masyarakat
diarahkan oleh petugas pemberi layanan untuk mengurus dan menjalankan
proses yang diberikan. Berbagai dampak positif yang ditunjukkan kepada
pengguna jasa merupakan peningkatan yang signifikan mengenai proses
yang diberikan oleh aparat pemberi layanan, namun tidak didukung oleh
SDM yang mempunyai Kompetensi.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksaan pelayanan pembuatan Surat Izin
Tempat Usaha (SITU) pada Badan Penanaman Modal Daerah dan
Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bungo, yaitu: (1) Ketidakjelasan waktu
yang dibutuhkan dalam pengurusan izin tempat usaha; (2) Aparat pemberi
layanan tidak memberikan penjelasan yang mendetail mengenai
persyaratan yang diberikan kepada masyarakat; (3) Terdapat biaya-biaya

yang di luar ketentuan yang ditetapkan.
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B. Saran

1. Dari hasil penelirian di atas, kepada Petugas Pelayanan pembuatan Surat Izin
Tempat Usaha (SITU) pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan
Perizinan di Kabupaten Bungo disarankan untuk dapat melakukan: (1)
Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan perizinan; (2) Peningkatan
Kapasitas SDM melalui Diklat dan Pelatihan; (3) Persepsi yang sama baik
oleh penyelenggara maupun aparat pelaksana untuk taat terhadap peraturan
yang ada. Dalam hal masyarakat yang mendapatkan pelayanan tidak baik dari
petugas di Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan di
Kabupaten Bungo, dapat dilakukan dengan menyampaikan pengaduannya,
baik secara lisan maupun secara tertulis.

2. Terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat, maka disaran
kepada Petugas Pelayanan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan
Pelayanan Perizinan Kabupaten Bungo dalam melayani pembuatan Surat Izin
Tempat Usaha (SITU) bagi masyarakat harus memperhatikan bebarapa hal,
yaitu: (1) Menjelaskan waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan izin tempat
usaha; (2) Aparat pemberi layanan harus memberikan penjelasan yang
mendetail mengenai persyaratan yang diberikan kepada masyarakat untuk
pengurusan izin tempat usaha; (3) Aparat pemberi pelayanan harus
memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai biaya-biaya yang harus
dikeluarkan dan sudah ditetapkan oleh peraturan untuk melakukan pengurusan

perizinan tempat usaha.
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